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Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 
272 ayat (1 )  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun 
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Renstra SKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021; 

b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renstra SKPD) dimaksud pada diktum kesatu 
memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program 
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 
setiap Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4286); 

3 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4421 ) ;  
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5679); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, ten tang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan 
(Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 4 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3361) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 45, Tambahan Iembaran Negara RI Nomor 
4385); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4817 ) ;  

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 
Nomor 1 14,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5887); 

12 .  Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana 
beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan 
Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

13 .  Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 ;  

14.Peraturan Menteri... 
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Menetapkan 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21  
Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 
2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 
2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian Jan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31  Tahun 
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2017 ;  

19 .  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 
Tahun 2 0 1 4  tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 
Tahun 2 0 1 3 - 2 0 1 8  

20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai; 

2 1 .  Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

22.  Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025; 

23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kota 
Tanjungbalai; 

24. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 
2 0 1 6 - 2 0 2 1 ;  

MEMU TUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA 

STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2016-2021. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: I : 
1 .  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota ! 

Tanjungbalai; 
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2. W alikota adalah W alikota Tanjungbalai; 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kota Tanjungbalai; 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang 
selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai; 

5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Rencana 
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 
Tanjungbalai; 

6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Rencana Kerja 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai; 

7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Tanjungbalai; 

Pasal 2 

( 1 )  Renstra SKPD Tahun 2016-2021 adalah Dokumen 
Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 
Tanjungbalai untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 
dimulai Tahun 2016 dan berakhir Tahun 2021,  

(2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan 
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 
Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

( 1 )  Renstra SKPD Tahun 2016-2021 merupakan 
penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 
2016-2021 dan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005­ 
2025. 

(2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja 
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan 
penyusunan rancangan RKPD. 

Pasal 4 

Dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja : 
1 .  Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan 
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah; 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana 
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 
melakukan pembahasan RKPD. 

\ 

I , 

I : 
I 
I 

! : 

I 
I 
I , 
I 

i .  
I  .  



- · 1 :  
I  

Pasal 5 

Peraturan W alikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan ini dengan 
dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai. 

memerintahkan 
penempatannya 

Ditetapkan di Tanjungbalai 
pada tanggal 26Janas 2017 

I  

I  WALIKOTA ;JUNGBALAI � '.' 
M. SYAHRIAL 

Diundangkan di Tanjungbalai 
pada tanggal 26 Jwa 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI 

.e 
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2017 NOMOR .9? 
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